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ABSTRAK

ABDUL TALIB. 2021, Impiementasi Nilai “Kamalamputan® Dalam Pengelolsan
Keuangan Desa: Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal.
Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Waode Rayyani dan Bapak Basri
Basir MR.
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ABSTRACT

ABDUL TALIB, 2021, Implementation of "Kamalamputan™ Value in Vilage
Financial Management Principles of Transparency and Accountability Based on
Local Wisdom. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and
Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mrs. Waode
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PENDAHULUAN

dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa sangat sentral dalam
mengelola kehidupan masyarakat di lini terkecil bangsa. Perhatian pemerintah
dmmmpmm.mmammdmmmm




dengan baik {baca: good governance) sangat di perlukan demi terwujudnya
pembangunan desa yang komprehensif dan menyeluruh.Untuk itu, desa

kemudian dipercaya/diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk mengelola

'sejumlah dana yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan desa yang lebih

kerugian negara senilal Rp.4,5 millar. Dengan modus operasi di antaranya mark
up harga, laporan fiktif, dan peruntukan yang tidak sesuai (Liputan6.com :2020),



Kejadian tersebut di atas tentunya amat disayangkan, karena
penyalahgunaan amanah tersebut akan berdampak salah satunya pada
tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan
desa. Tentu masyarakal desa selaku stakeholder berharap agar pemanfaatan
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sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta membodohi masyarakat dengan

membuat pembanarannya sendir. Dengan demikian hal fundamental yang harus



dimiliki oleh setiap pelayan publik secara khusus pemerintah desa adalah
integritas dan profesionalisme.

Menurut Herb Shepherd seorang Filsuf terkemuka menyatakan bahwa

integritas diri sebagai satu kesatuan yang mencakup 4 (empat) nilai yang ada di

beda, ada yang telah menerapkannya sesuai aturan yang berlaku adapula yang

belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan aturan yg berlaku di




karenakan berbagal jenis kendala yang di hadapi. Sebagaimana penelitian yang
di lakukan di kabupaten Ogan llir, Sumatra Selatan (Meutia & Liliana, 2017)
menunjukkan masih adanya kelerbalasan dalam mekanisme pelaporan dan
pertanggung jawaban dana desa pada 26 desa di Kabupaten Ogan llir.
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pahami bagi plhak yang berkepentingan (Atmadjadkk, 2013). Sedangkan
menurut Purba (2018) transparansi di bangun atas dasar kebebasan




memmperoleh informasi. Informasi yang di peroleh berkaitan dengan
kepentingan publik secara langsung dapat di peroleh oleh mereka yang
membutuhkan. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari tanggungjawab seorang
pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan, serta
menyampaikan segala aktivitas yang g anakan kepada pemberi amanah

N

Herwati (2014).

\\\\\\i 4k “

\\ \*

' /‘/// & wo

,o P 'ﬁﬁ\\\
‘\\‘ m\ g

= | flagwy

Massenrengpulu yaitu Kamalamputan yang berasal dari kata *Malampu'yang
artinya Jujur. Sebagai salah satu dari nilai kearifan lokal yang terdapat di




Enrekang yang diwariskan secara turun-temurun atau biasa disebut “Pepasan To
Jolo" dalam istilah Enrekang Kuno, yang memiliki pengaruh nilai dan moral yang
sangat besar dalam setiap sendi kehidupan tak terkecuali dalam sistem
pemerintahan dan secara khusus dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun
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pelaporan keuangan yang baik dan benar dapat mengurangi dan menghindari
adanya penyelewengan pelanggaran (fraud) yang di lakukan oleh pemerintah



desa seperti korupsikolusi, dan nepotisme. Pengelolaan keuangan yang baik
berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. oleh karena itu
asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa sangat perlu untuk di

terapkan.transparansi dan akuntabilitas asas yang mengharapkan agar aparatur

pembaca adalah sebagal berikut :




1. Manfaat teoritis

Mﬂmmiﬂﬁnwmwmhhmm
wmmmemmm
mhuimmndmdemra di desa Lembang, sebagai
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TINJAUAN PUSTAKA

A. KEUANGAN DESA

1. Pengertian Keuangan Desa
Permendagri nomor 113 tahun 2048 W

atakan bahwa keuangan desa
di nilai dengan uang serta
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a. Pendapatan asli desa (PADesa)

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dar potensi
mmmmm.wmunmdmhmum
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1) hasil usaha
2) hasil asset
3) swadaya,partisipatif dan gotong royong
b. Pendapatan transfer
Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diterima dari entitas
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Tahun 2014 di pakai dengan ketentuan :
a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja yang di gunakan

dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
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pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pmberdayaan
masyarakal desa.

b. Paling banyak 30% dari jumiah anggaran belanja desa di manfaatkan
untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat
desa, operasional pemerintah desa,tunjangan dan operasional BPD,
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masalah yang di hadapi kebutuhan masyarakat, potensi yang di miliki, aspirasi
masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah di tetapkan.Untuk
mendukung pemeralaan pembangunan dan guna mendukung pelaksanaan
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tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa dan segala aspeknya sesual dengan kewenangannya. Maka UU Nomor 6
Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan
dana desa, dimana Dana Desa (DD) ini dianggarkan setiap tahun di dalam APBN
dan diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa.
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maka UU No.6 Tahun 2014 membernkan mandatl kepada pemerintah untuk
mengalokasikan dan menganggarkan dana desa kedalam APEN dan alokasi
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dana desa sebanyak 10% dan dana penmbangan APBD kabupaten/kota setelah
di kurangi dengan dana alokasi khusus (DAK).

1. Dana Desa

Dana desa menurut undang-undang No.60 tahun 2014 merupakan dana
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setiap desa, yang besarannya di hitung dengan cara 90% darl anggarran
dana desa di bagi dengan jumiah desa secara nasional.



b. Sebesar 10% berdasarkan formula (Alokasi Formula) jumlah penduduk
desa 25%, angka kemiskinan desa 35%, luuas wilayah desa 10% dan

tingkat kesulitan geografis desa 10%.
Jumalah desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumiah yang tealh
di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenal kode etik dan dara

wilayah administrasi pemerintahan, Peg
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APBDesa. Dana desa tersebut berasal dan belanja pemerintah dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
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Menurut PP No.60 tahun 2014 program yang berbasis desa merupakan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskaladesa.
Adapun yang menjadi tujuan dari dana desa ini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan publik di desa

b. Mengentaskan kemiskinan
c.
d
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Daerah (BUD) yang menyalurkannya dari APBD. Penyaluran dana desa
tentu tidak serta merta di lakukan akan tetapi dana desa ini memiliki
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persyaratan penyalurannya balk pada tahap 1 maupun tahap 2, ada
baberapa persyaratan penyaluran tahap satu dan dua adalah sebagai
berikut :

 Persyaratan penyaluran dana desa | Persyaratan penyaluran dana desa
tahap 1 (satu) tahap 2 (dua)

poran dana desatahap 1 telah di

)

WO ‘\\

o
////vw

i
A

o

hitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. Di
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dalam penggunaan dana desa terdapat prinsip-prinsip yang harus di perhatikan,
prinsip itu adalah sebagai berikut :

a. Prinsip keadilan, artinya bahwa mengutamakan hak dan kepentingan
seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
b. Kebutuhan priortas, di dalam pengguanaan dana desa harus di
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1) Diarahkan untuk pengadaanpembangunan pengembangan, dan
pemeliharaan sarana dan prasaranalingkungan pemukiman seperti
drainase, sumur rresapan, pipanisasi untuk mendukung pndistribusian air
dan sebagaianya.

2) Diarahakan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan

asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang di tugaskan

pemerintah pusal/ provinsi/ kabupatenkota sesual ketentua perundang-
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undangan. PP No.43 tahun 2014 menyatakan alokasi dana desa merupakan
dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang di kurangi
dengan dana alokasi khusus (DAK) PPNo0.43 Tahun 2014 juga menyebutkan
bahwa pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerali fAPBD) untuk setiap tahun anggaran.
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proposal tambahan. Dalam beberapa hal tujuan kejadian dalam transfer dana,
mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan sederhana
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dan mendorong emajuan desauntuk diterima sebagailandasan. Maksud dari
alokasl dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakata dengan
tujuan :

1) Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam
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2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang akan di biayai dari ADD
adalaha sebagai berikut
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a) Laporan semester, memuat laporan realisasi penerimaan dan laporan
realisasi belanja di sampalkan paling lambat minggu ke empat bulan
juli.

b) Laporan akhir 1ahun pembangunan ADD memuat, pelaksanaan
kegiatan, masalah yang dfi hadapi dan penyelesaiannya disampaikan
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2) Pembinaan dan pengawasan camal dalam pelaksanaan pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :
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a) Memfasilitasi administrasi keuangan desa

b} Memfasilitasi pengelolaan keuangan  desa  dan
pendayagunaan asel desa

c) Memfasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa

d) Memfasiltasi penyelenggaraan keuangan desa yang
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penganggaran yang pada dsinya merupakan cara untuk mencapi visi dan
misinya. Maka dari itu manajemen keuangan harus di laksanakan sesuai dengan
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prinsip-prinsip yang harus di patuhi sebgai cara untuk mengontrol kebijakan
keuangan daerah,

Berdasarkan Permendagri Nomo 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa di kelola berdasarkan asas Wransparansi, akuntanbel,

partisipatif tertib dan disiplin anggaran dan pengelolan keuangan desa

mmmhhmunnhum.Pmmmdm:ﬁ
mmnmhmmdmwmuunuummmldm
dengan semangat gotong royong. Mengikut sertakan masyarakal merupakan
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salah stu kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi untuk membangun
desa.rencana pembangunandesa di susun untuk menjamin keterkaitan dan
kekonsistenan amtara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.Dokumen perencanaan keuangan desa lerdin dari RPJMDesa dan
RKPDesa yang berpedoman kepada perencann pembangunan desa yang di

3. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang di kelola melalui kerja
sama antara desa dan pihak ketiga
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4. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang di kelola oleh desa
sebagal kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

5. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan

unsur masyarakal.
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6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 han kera

tarhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
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7. Apabila bupati/walikota menyatkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang undangan yang lebih tinggi, maka kepla desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterima nya hsil evaluasi.

8. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti oleh kepala desa dan kepla desa
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pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa di laksanakan
melalui rekening kas desa. Jika desa belum memilki pelayanan perbankan
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diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
| Smmdmmﬂdmhmdldukungnhhmkﬂm
lengkap dan sah, (Susilawati, 2020). Beberapa aturan dalam pelaksanaan

pengelolan keuangan desa yang dikemukakan oleh Gita (2016) adalah sebagai
berikut :
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mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagal pertanggung
jawaban pelaksanaan kegiatan desa.




10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)
kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh di lakukan
sebelum barang dan atau jasa di terima. Pengajuan SPP terdiri dari suratl
permintaan pembayaran (SPP), pernyalaan pertanggung jawaban belanja,
dan lampiran buku transaksi.
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penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum  dimulainya tahun
anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa



Bendaharaadalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk
menerima,menyimpan, menyelor, menatausahakan, membayar  dan
mempertanggungiawabkan keuangan desa  dalam  pelaksanaan
APBDesa.Sejalan dengan pengertian Partini (2018)mengatakan bahwa
bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalul laporan

pertanggung jawaban disampaikan setiag bulan kepada kepala desa dan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutny
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Pelaporan adalah penyampian hal-hal yng berkaitan dengan hasil
pekerjaan yang telah di lakukan. Terkail dengan pelaporan, dan desa yang lelah
direalisasikan harus di laporkan sebagal salah satu bentuk pertanggungjawaban
pemerintah desa kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil
pekerjaanya.Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan
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1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepasa bupatiwalikota melalui camat setiap akhir
tahun anggaran. Laporan peranggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan.laporan ini
ditetapkan peraturan desa dan di lampiri .
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GAMBAR 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
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f) Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan aktivitas yang berlawanan dengan
pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasan dilakukan

oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka
membina, mengawasi, menilai, dan memeriksa hasil pekerjaan darl pemerintah
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dapal berjalan sesuai denganperencanaan sebelumnya sehingga vis
dan masyarakat yang sejahtera akan terwujud. (Susilawati S :2020)
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1) Transparan

Transparan merupakan prinsip  keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat dalam mengetahul dan mendapat akses informasi seluas luasnya
tentang keuangan desa. Menurut deti kumalasari dan ikhsan budi riharjo (2015),
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informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait

€. informasi mengenai laporan keuangan
d.  informasi lain yang diatur dalam perundang-undangn
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badan publik yang di maksudkan adalah pemerintah desa laporan
mnmmmmmimmmmmm
kmnmmnw-b&mrdhutummmmmmbahm-
perubahan. Meskipun seperti itu tidak semua informasi bisa diberikan kepada
publik contoh informasi yang dapal mengganggu keamanan dari desa itu
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pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapalan tujuan yang
telah ditetapkan. Asas akuntabel merupakan asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung




jawabkan kepada masyarakat. Untuk mempertanggungi awabkannya maka periu
ada yang namanya prosedur pemeriksaan atau audit yang apabila terjadi
kesalahan maka akan diproses secara hukum untuk menwujudkan hal tersebut

maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :

a. Prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat dan benar yang di atur dalam

peraturan perundang undangan jan mengutamakan pelayanan kepada

dan murah biaya




c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yng
ditetapkan dapat dicapal atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan
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Meskipun dala pengelolaan tidak melibatkan seluruh masyarkat karena tidak

semua masyrakat mengerti dengan pengelolaan keungan. Untuk itulah gunanya




di bentuk Badan Pengawas Desa (BPD) yang bertindak sebagal wakil dari
masyarkat yang turut berperan aklif dalam pengelolan keuangan desa dan
menyampaikan seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat. Sementara itu Menurut UU
No. 28 Tahun 1999 Pasal 8, menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam

penyelenggaran negara merupkan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk

bahwa masyarakat diminta u‘n
agar dapat meminimalis A

S MUAqy, )

s \@*BKA‘SS@ %;_ « N\
n A 2

SRR

nyata dan jelas. Transparansi juga adapat berarti suatu benda yang memilki sifat

untuk meneruskan cahaya yang di terimanya sehingga benda tersebut dapat




mudah di lihat dengan jelas. Dimas RG (2016) mengatakan bahwa transparansi
adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkail
dengan aklifitas pengelolaan sumber daya publk kepada pihak yang
membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintah desa yaitu :

a. Salah satu wujud pertanggung
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keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan
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aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan

informasi.

Pemerintah berkewaji_ban untuk memberikan informasi keuangan dan
informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi,
sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Asas transparansi menjadi

sangat penting bagi pelaksanaan fu /4 Pemerintah dalam menjalankan

amanah darl masyarakat, , \

¥
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pengambilan keputusan publ
d) Adanya komunikasi informasi antara masyarakat dan birokrasi

3. Transparancy union of goverment international
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a) Transparansi di bangun berdasarkan kebebasan arrus informasi

b) Proses dan informasi mengenai kepentingan publik tersedia dan dapat di
akses secara langsung

¢) Tersedia informasi yang mudah di mengerti sehingga memudahkan untuk

pengewasan

bentuk informasi yang dapat di akses ataupun bentuk informasi yang




bersifat rahasia, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur
pengaduan apabila informasi tidak samnpal kepada masyarakat.
3. Instrumen pendukung adalah fasilitas database, sarana informasi dan
komunikasi maupun prosedur pengaduan.
2. Prinsip-prinsip transparansi
setidaknya ada 6 prinsip transpara

anurut yang di kemukakan oleh

humanitarian forum indonesia ( /

penyususnan rencana)

d) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum ( catatan sipil, buku tanah)




e) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Dimas (2016) menyatakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi
terkait perencanaan penganggaran merupakan hak seliap masyarakal. Hak
masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

a) Hak untuk mengetahui
b) Hak untuk mengamati dan me

c) Hak untuk mengemuke
d) Hak untuk meg
&) Hak unt
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transparansi ada hal-hal yang perlu di ketahui yaitu (Dimas : 2016) :




1) Penetapan posisi jabatan
2) Kekayaan pejabat publik
3) Pemberian penghargaan
4) Penetapan kebijakan

5) Kesehatan

a) Kesediaan dan akuntabilitas dokumen




b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
c) Keterbukaan proses

d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum
dan kejelasan tentang peraturan pe dang-undangan dan keputusan
pemerintah, dengan indikator sebagai bérik
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2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas
tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari
manajemen fiskal,

3) Adanya basis legal untuk pajak

4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan
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1) Adanya keterbukaan Informasi selama proses penyusunan
anggaran
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2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi
dalam proses penganggaran

Dimas (2016) Indikator transparansi dalam model pengukuran
pelaksanaan Good Governance -

(transparan) oleh pﬂhukmdup&nkﬂnkmmw“m
kebijakan. (Darwis: 2016). Asas akuntabilitas menurut UL No. 6 Tahun 2014




49

udﬁhmymmmmmmmkwmwawmn
penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dimas (2016) akuntabilitas adalah kemampua: memberi jawaban kepada
otoritas yang lebihy tinggi atas tinde

\\\\\ """_/&/,,, e |
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penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,
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Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015),
Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk

p—— - [ Ry
2 V}i\"\:}

"‘5//'\ ne ':I'I’A ""\\‘\,‘ ya"‘l. 1
P 7 LL/NETRPIO IR\
1017 N




51

Kontrol rakyat terhadap penyelenggraan pemerintahan dapat berjalan efektif
apabila program dan kebijakan pemerintah di paparkan secara transparan. Oleh
kama itu tuntutan kepada pemerintah lebih intensif di bandingkan dengan pihak
lainnya. Pemerintah mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan
kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan
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3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa
programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan
mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga
publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada
pelaksanaan program.
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3. Aspek-aspek akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antatara lain :
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a) Akuntabitas adalah sebuah hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi
dua arah sebagaimana yang dilerangkan oleh Auditor General Of British
Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

b) Akuntabilitas berorientasi hasil Pada stuktur organisasi sekior swasta

dan publik saatl ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun
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Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional
dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma
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dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau
kepentingan masyarakal.
c) Legal Accountability

Berdasarkan berdasarkan katagori akuntabilitas legal ( hukum J,
pelaksana ketentuan hukum disesualkan dengan kepentingan public

d) Mekanisme pertanggungjawaban
e} Laporan tahunan
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berasal dari kata To Ugi, yang artinya orang bugis. Penamaan “Ugi" merujuk
mmiammmcmrmummmmmm
kiasik dan besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Suppa, Sawitto
(kabupaten Pinrang), Massenrempulu (kabupaten Enrekang), Sidenreng dan
Rappang.suku bugis yang meyebar di beberapa kabupaten inilah yang memiliki
adal istiadat yang masih di pertahankan ke

MIW:mwﬂhﬂﬂwmmmmm
Kaluppini mulai dan tingkah laku,cara berkomunikasi dengan sesama manusia
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sampai pada hala hal yang bersifat teknis dan sakral seperti pesta pemikahan
(To Baﬁng]ataudahmhﬂmaadmyadlmn ‘Rombu Tuka" dan acara
mmm*mm'wunmwwmmml
di sebut “Mettoto" yang artinya berpesta,

mengoyahkan banyak nilai-nilai kearifan lokal dengan seiring berjalannya waktu.
Emﬂmmlﬁmam&kmhbmmdl pertontonkan secara lerbuka. Nilai-nilai
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kejujuran hampir sebatas kata dan pemanis buatan semata, olehnya itu di
terkait dengan nilai-nilai “kamalamputan™ atau nilal kejujuran inl terhadap
masyakat agar terhindar dari kemerosotan nilal-nilai kejujuran. Melalui
Pengelolaan keuangan desa inilah yang diharapkan menjadi wadah untuk
menuangkan nilai-nilai kejujuran di dalanf Proses




E. PENELITIAN TERDAHULU
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sinarwati, made

Pendapatan dan
Belanja Desa (APB
Desa) di Desa Bantan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No NAMA - JUDUL PENELITIAN METODE HASIL PENELITIAN
PENULIS PENELITIAN
1 | Putu Andi Akuntabilitas Pengelolan dana alokasi dan
Suardajaya dsa di desa bubunan secara
Pura, kadek rtahapsudah menerapkan

transparansi mulai dari tahap

perencanaan sampal tahap
pelaparan dan
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|$ari dan Desa Deluk

Kecamatan  Bantan
| Kabupaten Bengkalis
|

pertanggungjawaban. Namun
ada satu indikator yang tidak
terpenuhi  yaitu Pemerintah
Desa Bantan Sar tidak
mempublikasikan APB Desa
kepada masyarakat melalui

akuntabilitas yang dijalankan
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| oleh  prajuru  tersebut
| dipengaruhi oleh falsafah tri

hita karana. Akuntabilitas
( bernilai parahyangan,
pawongan, dan palemahan
merupakan bentuk
harmonisasi hubungan
manusia dengan Tuhan,
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F. KERANGKA PIKIR

Penelitian terkait dengan pengelolaandna desa serta evaluasi transparansi
dan akuntbilitas telah banyak di lakukan oleh peneliti-penelitl  terdahulu
seagaiamna yang tercantum di atas. Dimana ditemukan hasil yang menyatakan

Ny Ly




METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini berada dibawah payung paradigma kualitatif dengan etnografi

63




Batasan masalah dalm penelitian kualitatif di sebut fokus yang berisi
pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalm mempertajam penelitian
kualitatif peneliti mentapkan fokus penelitian sebgaimana yaang di kemukakan
oleh Spradiey datam (taufik : 2019), * A fokused refer to a single cuktura! domain
or a few related domains 'maksudnya adlh fokus itu merupakan domain tunggal
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Sekertaris desa mempunyal tugas pokok untuk membantu kepala desa
dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi



desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintah desa,

. KAUR Keuangan

Kaur keuangan membantu bendahara desa pada bagian pengelolaan
keuangan desa untuk menjamin keefektifan dan ke akuratan laporan
keuangan desa.

. KAUR Tata Usaha/Umum
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agenda desa di samping itu fungsi pengawasan juga melekal di setiap
masyarkat untuk menilai kinerja aparat desa,



E. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a) Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini wawancara menjad
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mahasiswa lokal dalam penelitiannya selalu di lakukan di luar wilayah kampung
padahal saat ini sangat membutuhkan kotribusi kongkret dari mahasiswa untuk
merubah kampung dengan pemikiran-pemikiran soluktifnya.

SmmmhhnﬂmahnmhnBLTdmdmﬁ
kantor desa yang di hadiri oleh semua apara desa, pendamping desa, BPD dan




1. Memilih situs penelitian
Di dalam memilih situs penelitian ini peneliti memilih desa Lembang karena

peneliti terbesit bahwa selama ini belum ada mahasiswa lokal yang meneliti di
kantor desa Lembang serta menjadi sumbangsi pemikiran dari peneliti demi

kemajuan desa.
2. Menetapkan sosial setting

/// &)wo\\\
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waktu dan perasaan informan ketika menjelaskan suatu hal.
6. Membuat analisis domain




Analisis ini dilakukan untuk mencari domain awal yang memfokuskan pada
mwmmnm.m‘umkmmmm
memudahkan pemilihan domain di buat kertas kerja domain sebagai berikut -

yang lebih besar, (f) buatiah taksonomi sementara. Pada thapan ini peneliti akan

mwimmmumhmmmM.




8. Memmmwusimﬂ{mncaﬂkm}

Observasi lerseleksi untuk menemukan kontras dimana makna sebuah

simbol diyakini dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana sebuah simbol
berbeda dari simbol-simbol yang lain. Ada 3 langkah:




n

11. Mengungkap tema-tema budaya (cultural themes)

Analisis tema budaya ataua cultural themes merupakan upava untuk mencari
benang merah yang mengintegrasikan lintas domain.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dari Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Enreka
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4) Kerajaan Tallu Batu Papan (DURI) yang merupakan gabungan dari Buntu
Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung Buttu Batu, Malua di
pimpin oleh Arung Puang Malua, dan Alla’ oleh Arung Alla’

5) Kerajaan Maiwa yang di pimpin oleh Arung Maiwa

6) Kerajaan Letta yang di pimpin ole
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EXANZ T

Desa Lembang merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan
Enrekang. Desa Lembang adalah salah satu desa yang terlertak di sebelah
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timur Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dengan luas wilayah 13,50
KM2. Dengan topografi didominasi oleh pegunungan dengan rata-rata ketinggian
1.083 MDPL. Jenis mata pencaharian utama masyarakatnya pada sektor
pertanian dikarenakan kondisi tanah yang subur cocok ditanami berbagai jenis

arl Jangka panjang Adapun batas-batas

Pembangunan Desa LEMBANG untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2016 -
2021adalah :




- 2021 adalah sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA LEMBANG YANG UTAMA,
ADIL, MAKMUR DAN BERKEMAJUAN "

2. Misi

Desa LEMBANG mempunyal misi peg gunan dalam jangka waktu 2016

)y 2 SN
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¢. Struktur Organisasi
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi
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Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan diatas, maka tugas-tugas
pokok masing-masing kelembagaan sebagai berikut:

membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDes




b) Membuat laporan perlanggungjawaban atas penerimaan dan uang
yang  menjadi  tanggung  jawabnya  melalui  laporan
pertanggungjawaban

¢} Menarima, menyimpan., menatlausahakan, dan membukukan
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5) Kaur Perencanaan



Bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan
administrasi perencanaan desa.

6) Kasi Pemerintahan
a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

yedia atas
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Peneliian di lakukan kantor desa lembang kecamatan enrekang
kabupaten enrekang
b. Aktor

Yang terlibat di dalam penelitian ini adalah perangkal desa yang

== N,
=

//// J«u)w)\\\\\ n
’\ ’///"'lj\‘“\\ .

di dalam 5 hari kerja. Pertama-tama peneliti menyampaikan maksud dan
tujun penelitian ke kepala desa serta tentang nilai yang akan di angkat pada
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penelitian ini. Kemudian bermula dengan kesempatan itu peneliti kemudian
malakukan perbincangan seputar pemernntahan desa lembang serambi mulai
memasukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Di
kantor desa peneliti di sambut baik oleh aparatur desa yang ada.yang

kemudian dengan bincang-bincang lal:ukan peneliti dengan salah

satu aparat, beliau mamﬂpma lalr.ukan karena selama

d| lakukan di luar

menceritakan sesuai apa yang terlihat di lapangan.
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4. Membuat catatan etnografis

Membuat catatan etnografi peneliti mulai dari hasil wawancara dengan Pak

Suleman selaku kepala dusun Lembang, adalah sebagai berikut, Apakah selama

ini selalu ada informasi dari kepala desa bahwa speerti ini sistem keuangan di

Maksudnya adalah Selama ini yang di laporkan adalah di dalam pengerjaan
tersebut memang telah mengikuti ketetntuan RAB, meskipun sebenamya yang




a3

terkaiengan upah pekerja di RAB tidak di ikuti karna beberapa pertimbangan,
yang pertama kuantitas pekerja di kampung akan sangat sedikit jikalau
ketetntuan tersebut di ikuti, kemudian orang-orang tersebut juga tidak mungkin
akan di larang untuk datang bekerja, apalagi semanagat gotong royong orang di

kampung masih sangat kental.
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ada yang yang bilang kalau begitu kami tidak usah pergi kerja namun di timpal
balik oleh pak dusun bahwa bukan begitu maksudnya kan kalau kita sudah tidak




kuat lagi bekerja tidak ada paksaan juga untuk pergi namun kalau masih ada
kekuatan di usahakan untuk tertap pergi kama klau kita menerapkan ketetentuan
yang di RAB siapa lagi yang mau pergi kerja melihat situasi yang ada kuantitas
yang dominan di kampung adalah mereka yang tidak masuk dalam kategor

mermmbuka RAB dan menerapkang perikan penjelasan oleh
a rabat beton ulu



Yg namanya RAB pemborong /kontraktor yg pegang, jadi cuma itu yg misainya
HOK yg tidak di ikuti.

Yaka uga te laku car taufo kumua seberapa pentng ini nilai
kamapalamputan di dalam sistem pemerintahan ta, kira-kira menurut ta
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hasll pengamatan dan wawancara yang di lakukan dalah sebagai beriku. Di
dalam RAB terdapat ketentuan yang mengatur lentang upah pekerja, dimana di

ketentuanya adalah pekena yang umurnya di tas 17 tahun dan di bawah 60




tahun, namun nyatanya di masyarakat peraturan itu tidak di tetapkan karma
mengingat kita tidak bisa membatsi jiwa gotong royong yang terbangun di
masyarakat Pengaturan tentang upah pekerja juga tidak mengikuti keetntuan

RAB yakni di RAB ketentuannya adalah 135 untuk mandor 100k untuk tukang
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penejalasan? Apakah ada minat masyarakat untuk mengetahui lebih jauh terkalt
dengan aklivitas-aktivitas di kantor desa? Seperti yang di ceritakan oleh pak desa
ketika berbincang tentang perpjakan, mulai dari jumiah tarif pajak, pengeluaran
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desa untuk pajak sampal pada penagihan pajak bumi dan bangunan di desa
lembang, di temukan kendala bahwa ternyata jumlah pajak bumi dan bangunan

yang di terbitkan oleh dinas perpajakan tidak sesuai dengan hasil dari penagihan

kemasyarakat, di karenakan terkadang ada masyarakat yang mempunyal lahan

Website resmi desa lembang belum dapat di akses di laman internet, jadi
untuk dapat mengakses informasi-informasi umum maupun khusus terkait

dengan desa lembang harus berkomunikasi langsung dengan kepala desa atu




perangkatnya yang lain atau berkunjung langsung ke kantor desa lembang.
Sebagaimana yang di sampaikan oleh kepala desa dimana di katakan bahwa
sempat ada yang lakukan sosialisasi di kabupaten enrekang tertang profil desa
dimana warga dapat mengaksesnya namuun tidak jadi di laksanakan karena

tidak tau kenapa tidakk ada tindak lanjutny@ padahal sudah akan di anggarkan
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Terkait dengan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa di

kejewantahkan dalam bentuk balio yang di psang di pasang di kantor desa

sepeerti baliho perencanaan dan realisasi anggaran serta baliho perencanaan




yang di pasang di setiap dusun. Kemudian bentuk transparansi dan akuntabilitas
lainnya adalah mengikut sertakan masyarakat di dalam proses penyususnan
muali dari RKPDesa kemudian ke musrembang sampai pada perencanaan

APBDesa. Namun sebagaimana yang di katakan oleh salah satu anggota BPD
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proses penulisan. Sembari melakukan p

dalam rangkaian kegiatan. Proses analisis domain juga berlangsung secara

natural. Hal ini di lakukan untuk mencari beberapa kalimatl yang seringkali




muncul dan berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian.
Berikut adalah tabel analisis domain yang dilakukan dalam proses penalitian.

Tabel 4.1
Analisis
No | Istilah terinput (included n Istilah pencakup
terms) (cover terms)
1 Upah
[N 4
2
3 ¢ \ A 4‘
4
.
\
\ ~
'B al
° 2
T
)
B <
q \ J
10 L /) A
11 | Tokoh
12 | Masya awam
13 | BPD
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Perencanan

Pelaksanaan

Penata usahaan

Pelaporan dan pertanggung
jawaban

Pengawasan

- | Ketentuan RAB tidz

Siklus pengelolaan

keuangan desa

Aktivitas pengelola
keungan desa
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7. Membuat observasi terfokus

Lembar observasi terfokus tentang implementasi nilai kamalamputan dalam
pengelolaan keuangan desa
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RAB yakni dalam RAB ketentuannya adalah 135 ribu untuk mandor, 100 ribu

untuk tukang dan 85 ribu untuk buruh, dengan menggunakan sistem harian
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namun pada prakteknya di masyarakat ketika ada perelasisasian yang di
laksanakan itu menggunakan sistem borongan. Sebagaai contoh perbandingan
yang di kemukakan oleh pak desa, bahwa pada perealisasi rabat beton dimana

hanya di kerja selama 3 hari sedangkan pekerja yang ada misalkan 20 orang
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resmi desa lembang belum dapat di akses di laman Internet, jadi untuk dapat
mengakses Informasi-informasi umum maupun khusus terkait dengan desa

lembang harus berkomunikasi langsung dengan kepala desa atu perangkatnya




yang lain atau berkunjung langsung ke kantor desa lembang. Sebagaimana yang
di sampaikan oleh kepala desa dimana di katakan bahwa sempat ada yang
lakukan sosialisasi di kabupaten enrekang tertang profil desa dimana warga
dapat mengaksesnya namun tidak jadi di laksanakan karena tidak ada tindak

lanjutnya padahal sudah akan di anggar namun tidak jelas berapa yang
dibutuhkan, di samping itu sumbe

mempunyai kompetensi ur

yang digunakan di Desa Lembang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwasanya bagaimana bisa oknum atau aparatur desa seperti BPD dapat
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menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan masyarakat, apabila BPD itu
'sendir kurang pemahaman akan ruang lingkup di Desa Lembang.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Domain kelima yaitu Pemberdayaan Magyarakat dikatakan "Kurang". Karena

kurangnya kesadaran dari masyarz
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Aplikasi yang di gunakan untuk melakukan pencatatan seliap transaksi
keuangan di desa lembang adalah aplikasi "SISKEUDES" untuk kemudian di




lapor dan di pertanggungjawabkan ke Dispemdes Inspektorat dan Tipikor. Jadi
ketika ada yang penyelewengan-penyelewengan dana desa tentu akan sangat
mudah sekali di temukan karmna semuanya telah menggunakan sistem
digitalisasi serta kita berhadapan juga beberapa institusi terkait untuk mernjamin




8. Analisis taksonomi




Dalam penelitian inl menggunakan satu hubungan semantik umum yaitu nilai
kamalamputan . nilai kamalaamputan atau nilai kejujuran menjadi dasar
terciptanya dua asas yakni asas transparansi dan akuntabilitas, nilai
kamalamputan yang menjadi fokus penelitian ini mejadi tolak ukur temuan-
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dalam seliap agenda rapat perencanaan baik itu di skala dusun maupun
skala desa. Hal ini di lakukan sebagai bentuk transparansi ke




masyarakat tentang perencanaan sejumlah anggaran untuk masing-
masing wilayah di desa lembang. Keterlibatan masyarakat menjadi

bentuk kepedulian dan pengawasan kepada pemerintah desa selempat.




10. Analisis komponensial

100

akuntabilitas

Partisipatif

Baliho

L0 1eman

Tabel 4.3
Analisis Komponensial
Kategori Dimensi kontras
transparansi
dan Perangkat Masyarakat BPD

mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggung jawaban,
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a) Perencanan
Perencanaan adalah suatu proses penentuan program yang ingin di capai
di masa yang akan datang serta menetapkan tahanpan-tahapan yang

dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting menginngat

perencanaan merupakan salah satu r keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam perencanan keuang

i / hap&n yang strategis.
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Namun di dalam perencanaan ini peneliti melihat bahwa usulan-usulan

masyarakat didominasi bangunan fisik, keadaan ini tentu menjadi kurang
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efektif karena pembangunan bukan hanya pada sektor insfratruktur saja,
masih banyak sektor-sektor lain yang tidak tersentuh. Misalnya pada
persoalan pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan penyuluhan
perlanian, petemakan, mengingat mata pencaharian masyarakat itu

e
/RN
{ ‘ Biaish




b) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah
disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan
setelah perencanaan sudah di anggap siap. Dalam pelaksanaan perealisasian

anggaran di desa lembang sistem swakelola masyarakat telah di terapkan
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dan pengeluaran. Antara lain buku kas umum, buku kas pembantu pajak.
buku bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu perincian objek

.
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penerimaan dan pengeluaran. Buku kas pembantu pajak di gunakan untukj
mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungulan maupun penyetoran

pajak oleh bendahara desa. Buku bank di gunakan untuk mencatat bukti

transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.
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Dalam pelaksanaan program banluan kepada pemerintah desa, setiap
tahun Bupati Enrekang mengeluarkan surat yang mengaltur tentang
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pelaksanaan suatu program yang dapal membantu perangkat desa. Untuk
menindak lanjuti surat keputusan Bupati Enmmekang maka, di keluarkan

peraturan Bupati Enrekang Nomor tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan
keuangan desa yang ada di Kabupaten Enrekang. Petunjuk teknis tersebut di
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Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan DD haruis di buat sesuai
dengan peratluran bupati, Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan
dana yang di biayai oleh DD di laksanakan secara berjenjang oleh kepala
desa kepada camat. Laporan ini selanjutnya di laporkan kepada Bupati

Pertanggung jawaban yang c
selama ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh

peneliti menunjukkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
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hanya saja bentuk pertanggung jawabannya itu hanya dapat di akses atau di
pantau melalul baliho realisasi yang di pajang di kantor desa, jJadi untuk warga
yang desa yang berada di luar wilayah desa Lembang akan sangat sulit untuk
mengakses pertanggung jawaban tersebut, karena belum tersedia di laman
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tidak ada batasan umur di dalamnya, kemudian pada sistem pembagian HOK
ketika mengikut RAB dalam hal ini sistem harian upah yang di terima
masyarakat berbeda-beda, mandor 135 ribu, tukang 100 ribu, dan kuli 85 ribu
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perhar, namun pada pelaksanaannya karena tidak mengikuti ketentuan RAB

Jadi jumiah upah di dalam RAB semuanya langsung di berikan ke masyarakat.
Fakta ini di ambil berdasarkan keterangan dari kepala dusun dari masing-

masing dusun yang ada di Desa Lembang. Dan kemudian keterangan
dalam hal inl kepala Desa

tersebut di benarkan oll
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desa sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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Sangki,dkk (2017) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu masih jauhnya dari asas-asas
Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang balk yang di tandai

dengan 2 (dua) unsur yaitu transparansi dan akuntabilitas yang tidak teriaksana
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Akses masyarakat untuk mengkonsumsi informasi tentang desa menjadi

sangat penting apalagl di era teknologl sekarang ini dimana serapan
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informasi telah dapat di akses secara global alangkah baik dan seharusnya
jika informasi yang di butuhkan masyarakat telah mudah untuk dapatkan
atau di akses melalul teknologi yang ada sekarang ini, kemudian hal
tersebut juga menjadi salah satu penunjang dari asas kelerbukaan atau
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terapkannya pencatatan digital taitu Siskeudes.
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Namun sampai saat ini masyarakat yang berada di luar wilayah desa
Lembang belum dapat mengakses informasi-informasi tersebut. Kemudian

peneliti mengklarifikasi hal tersebut kepada kepala desa terkait dengan
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penunjang transparansi belum sepenuhnya di peradakan oleh pemerintah
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desa, namun pemerintah desa tetap berupaya untuk mengarah ke sana
ungkap kepala desa dalam pembicaraan tersebut.

Bentuk transparansi lainnya yang di lakukan oleh pemerintah desa adalah
mengikut sertakan setiap elemen masyarakat ke dalam setiap agenda rapat
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pensliti berkesimpulan bahwa penerapan asas (transparans| belum
sepenuhnya di lakukan oleh pemerintah desa di karenakan kendala-kendala
di atas.



Akuntabilitas  merupakan  perwujudan dari  kewajiban  untuk
memperiangggung jawabkan pengelolaan dan pengendallan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang di pergayakan dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah di tetapkan. Asag
setiap kegiatan dan hasil /
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Asas akuntabifitas menjadi penunjang tercapainya sistem pemerintahan
yang baik. di desa Lembang pelaporan pertanggung jawaban menggunakan
aplikasi siskeudes untuk mencatal semua transaksi pengeluaran maupun

penerimaan, seperti yang di sampalkan oleh kepala desa bahwa bentuk

Dari perryataan tersebut peneliti menylmpulkan bahwa pembuatan
laporan pertanggung jawaban inl belum di ketahui oleh masyarakat karena
BPD sendin sebagai mitra kerja pemenntah desa sekaligus sebagai lidah
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masyarakat belum mengetahui hal tersebut apalagi masyarakat blasa yang
mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.dengan adanya
temuan semacam ini maka peneliti menyimpulkan bahwa asas akuntabilitas

belum sepenuhnya di terapkan dalam sistem pemerintahan desa.




A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang implementasi
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tentang digitalisasl, lambatnya pendistribusian informasi kemasyrakat,
fungsi pengawasan masyarakal
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elum terlaksana dengan baik.

B. SARAN
Sebagai bentuk kontribusi peneliti terhadap kemajuan desa lembang di

sarankan untuk :

T ang ling L )i
~ o “”ih" QRIS

ZTTTTTIA

S AN

R
\

), 5




DAFTAR PUSTAKA

Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alckasi Dana Desa Oleh Kepala
Desa Terhadap Pemerintahan Desa. Al-Adl: Jumal Hukum, 11(2), 151-171.

Anita, F. (2017).Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi
Dalam Perspektif Technology Accegtance model (Studi Empiris Pada
Perusahaan Distributor Alat Keseha T

d - Ange 1of el
8

WL‘Q‘ |
TR \
i3, 412)

¥}

e

G;mr S_ {201 o1 Analisa Frosagl g4 L I oaral ¥-iel!
Pemberdayaan Masyarakat (Pkpm) Di Desa Sungai Dua Kabupa
Banyuasin (STUDI KASUS TA. 2013-2015).

118



119

H., P. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan
Kecamatan

5_Diakses Tanggal 27 April 2021
indrawali, S. M. (2017). Eucu mef* Dana Desa “Dana Desa untuk

Tmmxwmmnmm&m Yang Maha
Esa Menteri Dalam Negen Republik Indonesia,. (2014),



120

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. Perubahan Atas Peraturan

Transmigrasi nomor 22 w:m 2016 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 07 April 2017 Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552. Jakarta.

agerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

i |\\\\\\

........

Negara. 21‘ J:.ﬂ 21]14 Lm'lhnrnn Nognrn Rapubliir. lndnnem Tnhun 2{'.‘14
Nomor 168. Jakarta.




121

Putra, C K. (2013)Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang). Jumnal Administrasi Publik (JAP), 1 No. 6.

Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan.
Akademika, 17 No. 2.

Soleh, C., & Rochansjah, H. (2014). Pengeiola:
Ji Melati Mekar No.2.

Suglyono.(2014). Metode Peneli

Lo
; :

’;1’ mal of i )QU)‘T'\\

.....

b\ 7//”'"“\\\\\

|
\ |



